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A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Negars Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas
wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan
negara lain atan negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau vang
berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE
Indonesiz. maka Indonesia mempunyal hak atas sumber daya alam hayati yang
terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim olch suatu negara
boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE
tmpeng tndib dengan negara lain, maka hars dibagi scsuai ketentuan yang
diatur dalam UNCLOS 1982, vaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan
pegary vang ferkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Artinva
dalam ketentuan hukum intermasional telah mengatur lentang penétapan
delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilaysh belum tercapai
kata scpakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu erfjanjian, maka dalam
hal ini baik Indonesia maupun negara yang terkait, diwajibkan untuk mengikuti
prosedur penyelesaian sengketa seperti yang digur di dalam Bab XV
UNCLOS 1982, Disamping ita UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan
yang menguniungkan bagi pihak-pitak terkail, yaim dalam masa tunggo |
upava dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya
hayatl termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka
sumber daya ikan tersebul dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan
sementara.

Kata Kunci: Garis Batas, ZEE Indoaesia, Negara Lain.
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FRAKATA

Laporan penelitan  hibah  internal  sementara ini masth  memerlekan
penyempurnaan karena dalam proses pelaksanasn penelitian terdapat beberapa
kendala yang dibadapi. Namun, pada akhimya laporan ini dapat diselesaikan
dengan baik, Peneliian ini mempercleh dana dari DPPM  Universitas
Tarumanagara didasarkan usulan penelitian vang disetujui oleh DPPM, maka
lapoman penelifian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan
pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perpuruan tinggi.
Kami tetap mengharapkan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak
demi sempurnanys laporan peneliian ini. Hal ini scmata-mata  untuk
mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan, Akhir kata kami vcapkan terima
kasih kepada DPPM universitas Taromanagara.
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BAB1
PENDAHULUAN

Masalah penentuan batas terluar wilayah Indonesia di laut baik wilayah
yang termasuk kedsulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi tampaknya
belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda
pembahasan yang utama dalam penyusunan peraturan nasional. Padana? Indonesia
sudah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sca 1982 atau
biasa disebul dengan UNCLOS 1982 (dalam proposal penelitian ataapun laparan
penelitian untuk selanjutnya menggunakan istilah UNCLOS 1982).

Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 34 tahun Indonesia telah meratifikasi
UNCLOS 1982, Artinva Indonesta scharusnya sudah siap melaksanakan TINCLOS
| 982, salah satuy wugndnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional
dan secara konkrit Indonesia “scharusnya™ sudeh memiliki batas-batas yang pasti
dengan negara-negara lain. Intinyva bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas
wilayah yang termasuk dalam kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang
termasuk wilayvah yurisdiksi Megeara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan
penetapan hatas maritim dengan negara lain, karena indonesia mempunyai batas
martim dengan 10 negara, vaite- Malaysia, Palas, Papua Nugim, Singapura, Timeor
Leste, Thailand, Vietmam, Philipina, India dan Australia,

Kejelasan penetapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat
urgen, karena pertama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun
wilayah vurizdiksi, ke-dua penentuan sumber daya vang terdapat di dalamnya dan
yang ke-tiga adanya pengalaman scjarah vang tidak bisa dilupakan cleh Bangsa
Indonesia ketika Indonesia “kehilangan™ keperulikan Pulan Sipadan dan Pulau
Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat vang berlanjut sampai saal ini. Hal-hal
inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilavah negara, karena wilavah negara
merupakan bagian dari perwujudan kedaulaian negara dan hak-hak berdaulat.

Selmn alasan-alasan vanyg elah dikemukakan di atas entang art pentingnsa
suatu wilayah bagl suatu negara, laut juga mempunyal arti kesatuan wilayah yang
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memiliki T aspek utama, yaito aspek secwrily (keamanan) dan aspek prosperily
(kesejahteraan), schingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayvah yang
lermasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah
yurnisdiksi negara di laut dengan negara-negara vang bersebelahan ataupun vang
berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang
dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran,
pelayaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah berlaku efektif sejak tanpgal 16
November 1994! dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesshan
UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km? dengan perincian
Luas Lawt Teritorial 0.3 juta Km? dan Luas Perairan Kepulanan 2.95 juta Km*. Luss
Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapal 2.55 juta Km®, Schingga total
keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk
yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km® + 2.55 juta Km® = 580 jula Km'.
Sedangkan panjang gars pantainya mencapal panjang 81.000 Km. Dan méenurut
Kepumusan MENHANEAM B/8S8/NIX 987 Dishidros tahun 1982 menghitung
pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulav di Indonesia: jumlah pulau
17.508, bemama 5.707 dan tak bemama 11,801,

Terkart dengan masalah wilzyah secara umum terdapat banyak pengzaturan,
Menurmt Montevideo Convention on the Rights and Dutics of States 1933
(Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1
menyatakan bahwa sebagai suatu kesaman negara harus memiliki 4 unsor, yaitu:

1. Penduduk vang tetap,

2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,

2. Pemerintah yang berdaulat,

4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengen negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara barus bergantung
pada kedaulatan dan untuk melzksanakan kedesulatannya diperlukan batas-batas

' Berdasarken ketentuan yvang terdapal dalem Pasal 308 avar (1) UMNCLOS 1982,
vamg menyatakan balws UNCLOS 1982 berdaku efeknif semlah 12 bulen
pida sail ratifikasi negara vang ke 60.
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wilayah negara yang pasti Kemupdian dalam perjalanannys, seperti telah
disampaikan di atas ada perkembangan di dalam pengaturan hukum lawl, yang
gelama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilaysh
kedaunlatan saja, maka berdasarkan hukum laui internasional dikenal adinya
wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah
kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh sustu negara seperti
Laut Lepas dan Dazar Lagt Dalam dan Tanah Di bawahnya, Bagi Negara Indonesia
kepentingan nasional Indonesia di lant tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim
vang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapt melipati juga bagian-bagian dan
laut di luar wilayah yang tidek termasuk wilayah kedaulatan Indoncsia den
Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi ferkait dengsn penggunasn
wilavah terscbut.

Secara khusus dalam hukum laut juga telah mengatumya, bahkan sejak
disdakon konferensi hukum laut 1930 masyarakat internasional telah sepakai untuk
mengakw perluasan wilayah negara selain wilayah di darai, vaitu dengan
menambahkan jalur laut vang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, vang
dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan vang cukup
signifikan terjadi setclah Perang Dunia ke-Il, karena pada sast itulah dimulai
adanya kesadaran masyarakal untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang
pengaturan atas laut termesuk pemanfaatan sumber days alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewn, nepara-negarn mengadakan sustu konferensi
PBB tentang hukwm laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, unmtuk
sclanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini
menggunakan istilah UNCLOS 1958, Dalam UNCLOS 1958 discpakati 4 konvensi,
vaiti:

1. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan.

4. Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Kekayasn Hayari di Laut
Lepas.

3. Konvensi menperai Landas Kontinen.
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4. Konvensi mengenai Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, nanun hal yang paling pokok
belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu
masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini
berimbas pada penetapan lcher zona-zona berikutnya Sehingga dengan belum
adanva ketentuan berapa lebar hatas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga
belum bisa ditentukan lebamya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS
1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada twhun 1960 diadakan kembali
Konferensi Hukum Laut yeng ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tabun 1960
tidak mencapai kata sepakat, Fanya sebatas konferensi-konferensi saja.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntul segera disturnya
zoma-rona tertentu di laut, vaitu adanya penguasaan terhadap lant melalui praktek
vang dilakukan oleh negara-negara melahirkan korsep-konsep baru (seperti Zona
Ekonomi Eksklusif), Koensep Zona Ekonomi Ekskiusif (ZEE) bermula dari
pemikiran adil dan tidaknya pemanfastan wilayah laut yang langsung bersambung
dengan wilayah vang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu Jaut teritorial. Artinya
wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), vaitu
wilayah laut yang masuk kedaulatan suate negara dan wilayah laot yang Ddak
masuk kedaulatan suatu nepara, vaini laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagan
dari lmut lepas” dapal “dikueasai™ uniuk kepentingan negara yang herbatasan
langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatm
(meruyakan hal yang sangal wajar dan adil, apabila pemanfaian suatu wilayah
dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan
hal yvang tidak adil apabila peranfaatan wilayah laut yang herbatasan dengan suatu
negara fap justru pemanfastannya dilakokan oleh negara vang tidak langsung
bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara vang letaknya jauh dari wilayah
lawt tersebut)

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perfunyva
tindakan konservasi sumber daya perikanan & laut lepas yvang bersambung dengan



pantainya, merupakan seatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam
suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September
1945, dikenal dengan Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in
Certain Areas of the High Seas (Proklamasi Presiden Truman mengenal Perikanan
Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut
mengatar mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara
unilateral di kawasan laut yang bersarmbung dengan pantainya, dan ketentuan hanya
diberlakukan terhadap warga negara mercka yang melakukan penangkapan ikan
sccara luas. Scmentara i, bagl warga negara dari negara lain dapat diizinkan
dengan persyaratan atau ketentuan tertentn, yaitu apabila terdapat warga negara dari
negara lain vang telah bergabung dengan warga negara Amenka Serikat atau yang
akan berpartisipasi dengan warga nepara Amerika Serikat dalam rangka untuk
melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang
skan dituangkan dalam perjanjian bersama, stau biasa disebut dengan join
agreement. Perjanjian bersama iulah yang memjadi landasan bagi pihak yang
terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan.
Penentuan wilayash maupun penerapan ketentwan mengandung makna yang
menunjukkan pentingnya batas wilayah dan sturan vang diberlakukan. Batas
wilayah dalam Proklamasi Truman tersebu' disebut dengan zona konservasi,
menujukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan
vang bernilai bagl masyarakat, adspun penerapan ketenman menunjukkan pada
gturan vaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh
dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana,
bagnimana, dan kapan boleh menanghkap ikan.?

Adapun dasar pemikiran hukum dikelvarkannya proklamasi perikanan
pantai oleh Amenka Senkat, sebaga benkut:

AT Satmin, Pevivir dovn Lot wepek Banaa, (Bogor IPE Press. 2009 hlm, 14-
I5.
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1.

Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada
sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industn yang
berkaitan;

Perkembangan progresif dalam peralatan den cara bamu dalam
menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara
berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dibadapkan
pada eksploitasi perikanan tanpa hatas dan tindakan ini akan
menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung
dari perikanan.  Sebagai  konsekuensinya  membutuhkan  suato
pengaturan dan perdindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas
vang bersamibung dengan pantai;

Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya
alamizh yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematik dan
pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan
mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yvang selama ini dinila tidak
memadai sebapai tindakan wanpg tidak memberikan kontribusi
pertumbuban dan pembangunan sumber daya alam tersebut;

[kan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari
kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan
d-ngan masing-masing kewasan laut, dengan hak yang terkait untuk
hak-hak khusus den persamasan dari pegara pantai dan negara lainnya
vang berpartisipasi  dalam kawasan perikanan tersebul. Dengan
demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai

seharusnya dilakukan secara regional;

5, Sustu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan

terientu  secharsnya dibentuk di  antara negara-negara  dan
pemanfeatannya secara terus-menerus sumber days perikanan
memberikan kepada mereka susty pengetahuan yang berguna untuk
melaksanakan pengawasan vang efektif dan pengawasan termaksad
akan dapat memperoleh hasil vang diinginkar, apabila ketentuan-



ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang
dimiliki bangsa meanapun yang melakukan penangkapan ikan.'

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam
rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan
pantainyva, merupakan suam kebumban. Di dalam kenyataannya ada beberapa
faktor yang menycbabkan masyarakat internasional menginginginkan adanya
perthahan pengatiuran hukum lmit. Faktor vang pertama, yaitu terjadinya perubahan
peta bumi politik setelah Perang Dunia I1, menyebabkan banyaknya jumlah negara
vang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada
laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, attinva semakin
hertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya
lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhimya
daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adany: kemajuan teknologi dalam
metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya
perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan
sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walsupun termasuk sumber daya yang
dapat diperbarui (remewable), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi
dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan
vang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sckarang
maupun masa yang akan datang depat terwujud, atau biasa disebut dengan
pemanfaatan berkelanjutan (sustainable).

¥ ann L. Hollick, LY Foreien Policy And The Law of The Sea, (Frinceton, Mew
Jersey: Princeton University Press, 1981}, him 45-46.
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BABR 11

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjausn pustaka peneliti bernsaha vntuk menguraikan berbagal
tulisan yang dapat dilacak dari berbagai sumber/ referensi.

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Feuzi dalam bukunya yang
berjudul Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teor dan Aplikasi,
mengatakan balwa sumbcr daya perikanon termasuk dalem klnsifikan sumber daya
alam “flows™ (alur). Pada jenis sumber dayva ini kuantitas fisik dari sumber daya
berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala
wakiu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sckerang, bisa
mempengaruhi atar dsa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di
masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat
diperbarui (remewable). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya
tergantung puda proses biologi (reproduksi). Wamun, perfu digatat bahwa meskipun
ada sumber dava yang bisa melakukan proses regenerasi. jika titik kritis kapasitas
maksimum regenerasinya sudah dilewsti, sumber dava tersebut akan berubah
menjadi sumber daya yang tidak daepat diperbarui. ' Fada akhirmya dapa
mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanen tersebut. Adanya kenyatasn dan
kebutuhan inilah dipedlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan
manusia univk penerasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pada perkembangannya klaim-klaim yeng dilakukan oleh negam-negara
terkait denpan sumber days di lamt, telah memasukken formulasi klaim landas

kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan
argumentasi biologi, vang disebut dengan teori bioma® Teori bioma didasarkan

' Akhmnd Fauwi, 2006, Skosoe Sumiber Daee Alas dan Linghunegon Teorl doas
Aplikazi, Cer. Ke-dua, Jakarta: Gramedia Pustaks Uama, him. 6-7.

* Bentuk-bemtuk hidup, mulsi dar mikroskopis kecil befk nabati maupun hewani
{pivinplankion dan zoo-plankton) hinggs beaiuk binas@ng memy usui yang
paling sempume,  yaitu  manusia,  hidup  berdampingan  dalam
interdependensi sempama merupakan salu rangkaian biclogis. Dapat
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pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang eckonomi bagi Negara-ncgara
Chile, Equador dan Pern. Ketige negara tersebut merupakan negara yang
penghidupan rakyatya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atan
fidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari
kotoran burung guano, Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung
guano dapat dijelaskan  schagai berikut: burung guano dapat hidup dengan
memukan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan planton-
planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena
pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut anus Jaut Humboldt
dan arus Humboldi inilah yang menjadi kontribusi utama planton-planton untuk
dapat tetap hidup. Sechingga aruis panas merupakan faktor utama dalam siklus
kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, makas perfindungen sumber daya
hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya hagi siklus kehidupan dan
ckosistern di daerah tersebut, karena keadaan salimg ketergantungsn antara
kehidupan di fzut dan kehidupan di darat sangal erat, maka pada akhirnya sumber
daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Megara-negara Chile,
Equador dan Peru Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar
Dieklarasi Santiago 18 Agustus 1952, Bahkan dalam perkembangannya baru-baru
ini yang terjadi di Peru adalah ise mainstreaming ini telah menjadi isu intemasional.
Thorpe dan kawan-hawan mencoba untok memetakan negara-negara dalam
mengarns-utamakan sektor kelawtan dan perikanan ke dalam pembangunan
nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam
mainstreaming  itn. Peru, dalam Plan Estrategico National (PEN) 2002-2006,
memual analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan
perikanan sebagai dasar dalam mainsireaming ke dalam kebijaksan indutri
nasionalnya. Sekior kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkon kekuatan

diartkan: [ dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-
s hidup dalarn Susty mata ransai vang sempirna melasjulkan kehidupan
mercka vang Secars keselurihan membentuk. bioma Lihaes Donglas M.
Johrston, 1987, The Internattonal Law of Fisherles, Dordrecht: Martinas
Publisher The Higue, tlm. 333.
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produk tepung ikan memang tergolong sangat kual mainstreaming-nya karena
kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.®

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari
Dicklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

1). Hak ncpara pantai atas sumber daya alam pada laut yang
bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di
bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat
mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan
rik yit.

1) Hak untuk menentuksn batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi
maritim terzaniung dari karakteristik geografi dan geologi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberadasn sumber daya alam
laut den kebutithan akan pemanfastan secara rasional.

7} Hak untuk menpeksplorasi, melesiarikan sumber dava hayati dari
perairan  vang berbatasan dengan laul leritorialnya dan
menentukan aluran-aturan ientang penangkapan ikan.

3) Mengakui adanya kebebasan pelayaram  kapal-kapal dan
kehebasan penerbangan bagi semua bungsa pada area vang berada
di bawah kedslatan dan yurisdiksi maritim.”

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus

1970 merupaksn pengulsngan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi
Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 Ketentuan, scbagai berikut:

1). Hak dari negara pantai untuk mencegsh terjadinya kontaminasi dan
bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat
dalam penggunaan, cksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang
bersambung dengan pantai negara tersebut.

® Arif Satrin, op.ci him, §2-83,

" Point 1, 2, 3 apd 4. Monteviden deciaration on the Law af the Sea, May 8, 1970,
Libat: Ralph Zacklin, 1974, The Changing Law of The Sea, Leiden: Sijthof,
him. 251-133.
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7). Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta
dalam semua kegiatan riset ilmigh yang dilakukan di zona maritim yang
berada i bawah kedaulatan dan wurisdiks negara pantai vang
bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.?

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu

konperensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur
tentang "patrimonial sea”. Dalam Deklarasi Sanio Domingo 9 Juni 1972 diatur
mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan
dalam keduz deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970
dan Deklarasi Lima § Agustus 1970 aau dapat dikstakan sebagai pengulangan dari
kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas
pembedaan antare “patrimonial sea” dan laul teritorial. Adapun patrimonial sea
dirumuskan, sebagai berikui:

1) Megara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang
dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di
perairan, dasar laut dan tnsh di bawahnya dari area laut yang
bersambung dengan laut teritorial yang disebut patrimonial sea,

1) Nepara pantai mempunyai  kewajiban untuk  memajukan dan
mempunyai hak untuk mengatur nset ilmiah pada area pairimoial seq,
jiaga mempunyai hak uniuk mengambil langkah-langkah penting dalam
mencegah terjadinya pencemzran laut dan memastikan  adanya
kedaulaten dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari
arca laut yang bersanghkutan.

3) Luas zona tersebut bharus sesual dan berdasarkan persetujuan
s ternasional. Seluroh area laut baik laut teritorial maupun patrimonial
seq, ditentukan dengan perhitungan keadsan geografi, dengan lcbar

maksimum 200 mil.

—

% The Lima Declaration of the Latin American States on the LewSens, August §
1970, Lihat: Ralph Zacklin, 1974, The Changing Law af The Sca, Lewden:
Sijthof, him. 253-233.
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4)

3)

Batas dari zona terschul yang terletak di antara dua negara atau lebih
disclesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam
PRB.*

Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara
pariai maupun negara yang lainnya mempunyal kebebasan berlayar
dan terbang pada arca tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel
dan pipa-pipa bawah laut.'?

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Sante Domingo,
sebazal benikut:

1)

)

3}

Kedanlatan suato negara dapat memperiuas laut teritorial dan perairan
pedalaman sampai sustu area laut yang bersambung dengan paniai
NEgATa termasuk perairan di atasnya dan dacreh dasar laut dan tanah di
bawahnya.

I.uas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentuken batas
area laut tersebut sesuai dalam persetujuan inmternasional yang lebih
mempunyai pandangan yang lues, Scmentare ita, setap negara
menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas
12 il dari paris dasar yang berlaku.

Kapal-kapal dari semua negara, baik negara panial maupun negara yang
jainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum

internasional. !

¥ Megara-negam pihak diwajibkun untux menyelesaikan sengheta secara darai
sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengkela melaloi
negosiasi, erguiry, mediasi, konsiliasi, arbirase, dan penvelesaian melalui

ilan, atau wsaha perdamaian kainnya yang menjadi pilihan mereka.

Lihot: United Nations, 1993, Charrer of the Linited Nations and Stofnie of
the International Court of Jwstled; New York: Department of Public
Information, Pasal 33 (1),

1% Pyrt: Patrimoninl Ses, The Declaration of Sasto Domingo, June 9, 1972, Lilat:
Ralph Zacklin, 1974, The Changing Law ol The Sea, Leiden: Sijthef, him.
153-256.

1 Part: Teitoriel Séa, The Declaration of Samo Dominge, Jane 9, 1972, Lihat
Ralph Zacklin, 1974, The Changing Lew of The Sea, Leiden: Sijrscf. hirm.
I153-256.
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Dengan demikian dalam parrimontal sea lebih didasarkan pada konsepsi
penggunaan yang bersifal ekonomis atau konsepsi fungsionil, jadi lebih mengarah
pada pemanfastannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan
pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara
terhadap wilayahnya, Pada sisi lain laut patrimonial juga berbeda dengan laur lepas,
karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada

kawaszan laal tersebut.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di MNegara-negara Amerika
Latin telah memberikan soatu kontribusi hukum yang ditvengkan dalam suatu
Resolusi, vaity Resolusi fnrer-American Juridical Committee. Penpaturan baru
yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara
daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim
~ang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dan Resolusi
tersebut adalsh mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dan kelompok
teritorialis dan kelompok patrimonialis. Dalam Resolus tersebut kemudian diatur
tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari pegars pantai pada kawasan laul yang
terbentang i luar lawt teritorial dan perairan pedalamannya yang bersambung
dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil. termasuk ruang
udara di ates wilayahnyva das dasar lent serta tamah di bawahnya. Pengaturan
akiivitas risci ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan
yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara panta.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini
telah menunjukkan dan sekaligus membuktiken pada masyarakat internasional,
bahwa negara-negars perlu melakuksn tindakan konservasi dan mencadanghkan
sumber dava perikanan ﬁngi kepentingan rakyatnya, schingpga setiap negara yang
“mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun periu diharengi dengan
pengaturan dalam pemanfastannya.

Dalam tindak lanjutaya masyarakat intemasional dalam hal ini Perserikatan

Bangsa Banpsa (PRBL kemudian melzkukan upaya untuk menuanghksn apa yang
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menjadi keinginan masyarakat intemasional dalam suatu perjanjian internasional.
Setelah melalui perjurngan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982,

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara
Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut,
maka Indonesia scharusnya sudah menyiapkan aturan-sturan yang terkait dengan
batas-butas demgan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia.
Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdspat sumber daya hayati yang dapat
dipergunakan untuk mencadangksn sumber daya perikanan bagi kepentingan
Rekyat Indonesia, Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negera-negars bain
dalam rangka menetapksn batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau
berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali
perjanjian-perjanjian, baik yang sudah herhasil dibuat oleh Indonesia dalam rangka
menctapkan hatas maritim dengan negara lain maupun yang sedang dalam proses
dan yang belum dibuat sama sekali.

Perly diketghui bahwa Indonesia berbatasan depgan 10 (sepulub) batas
maritim dengan negara-negara, baik yang berhadapan maupun yang herdampingan.
Sepuluh negara terschut adalah: Ausiralia. Filipine, India, Malaysia, Palan, Papua
Nugind, Singapura, Timor Timur, Thailand dan Vietnam. Dalam penclitian ini lebib
difokuskan pada batas maritim di ZEE 'ndonesia dengan negara-negara 1eisngga
yang dilakukan secara umum berdasarkan landasan filosofi konsep terbentuknya
ZEE dan belum menunjuk kepada batas dengen negara tertentu.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk
dilakukan penclitian. Pertama, karena Indonesia sehagai negara yang luas wilayah
lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka
hatas maritim di ZEE Indenesia yang berbaiasan dengan negara lein harus scgera
diupayakan. Sehingga upaya-upays dan lanigkah-langkah apa yang bisa dilakukan?
Ke-dua, Bagaimana tindak lanjut dalam rangka menyiapkan aturan vang berkaitan
dengan upaya konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan sudah
mengacy pada perimbangan pemanfaatan dan pelestarianmya.
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Pengumuman Pemerintah 21 Maret | 980 tentang ZEE Indonesia merupakan
aturan awal yang dipergunakan schagni dasar perluasan yurisdiks Republik
Indonesia atas kawasan laut vang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal
laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, dengan Pengumuman
Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980
wersebut, Indoncsia telah menambah dacrah yurisdiksi sumber daya alam sebesar
2,7 juta km2 di luar 3,1 juta km2 yang tercakup di dalam perairan nusantara. '

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE
Indonesia adalah adanya praktik nezera-neparn yang menunjukkan telah diakuinya
tezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang
haro,'? Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya,. Dinyatakan
dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak
jergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS ITI), oleh karena ZEV
telah merupakan hukum kebissaan intemasionsl, sebelum konferensi huloum laut
PBB ke-11I berhasil menyelesaikan kenferensinya, Artinya, di dalam penengahan
kedua dar tahun 1970, vang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secan
unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-
penulis tentang dokirin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dar
perkembangan hukum didesarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju
kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.'

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memaniaatkan
potensi, vaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dap-
memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan persturan yang ada

It Koesradi Hardjasoemaniri, Hulwm Tate Linglwngan, (Yogyikerta: Gedjzh
Mada University Press. 1988), bim. 110-111,

55 7EE telah menjadi hukum kebiasaan insermasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal,
Pokok-Pokok Hukwm Lawt, (Jakerta; Harvarinde, 2000, him. 8332-824.
Lihat jrga: Barbara Kwiatkowske, The 2001 Mile Fxclusive Economic Zone
In The New Law of The Sea, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers,
1989, him. 27.

M Chairul Anwar, Partisipasi Perikenan Pihak Asingdi Zona Ekonomi Ekskiusil
Indenesia Ditinfan Dari Hokum Lot Internasional, DHsertasi, Jokaria
Universites Indonesia, 1994, him, 341
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BAR 1

PEMBAHASAN

Pada dasarmya hukum laut membag] wilayah laut menjadi & rezim, yaitu ;

|, Perairan Pedalaman (internal waters) : bagi suatu Negara Kepulsuan seperti
indonesia adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal
lurus k-:pu]ﬂuan.”‘ dan perairan yang ditutvp aleh garis-garis penutup pada
perairan kepulawannya sesuai dengan keteniuan-kelntnan Pasal 9,10 dan
11 yang berlaku bagi mulut sungai, teluk dan pelabuhan'®,

2. Perairan Kepulauan (archipelagic veaters) - adalah perairan yang terjetak di
achelah dalam dari garis pangkal lures kepulavan.!” Kedaulatan negara di
peraire=. kepulauan tersebut meliputi juga ruang udara, dasar Jaut dan tanah
di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnys. ' D4
dserah ini Indonesia mempurryai kewajiban untuk mengakui hak-hak yang
ada dan kepentingan-kepentingan sah lginnya dar negara tetangganya,
seperti misalnya hak perikanan wradisionzl den: peletakkan kabel dan pipa di
dasar laut, yang pelaksanaannya dapat ditetapkan melalui suatu perjanjian
hilateral.™

3. Laut Teritorial (rerritorial sea): suatu jalur laut dengan lebar 12 mil-laut
yang terletak di sebeldh fuar dari garis pangkal lurus kepulauanmyd. 1“
Sepanjang mengenal pengelolaan dan pernanfaatan sumberdaya alam di lawt
secara legas Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 hanya menuniuk
kepada hak dan kewgjiban Negara kepulzusan di perairan kepulanan, landas
kontinen dan zoma ekonoml ekaklusif 2! Namon demikian, karend Negara

1* pagal B ayat (1) UNCLOS 1982,

16 jhigl, Pasal 50.

7 Ihidl , Pasal 49 ayat {1}

" fhid . Pasal 40 gyat (1) dan (2)-

19 thid , Pasal 47 ayat (6} sehagniman: ditmplementasikon ke dalam UL Mo 3
tahun 1083 tentang fona Exond Elsklusif Indonesia.

0 hidl, Pasal 2 ayat (1), dan Thid, Pasal 2.

2 jpid  Pasz] 40 ayat (2], fbid, Pasal 77 avat (15 dan Thid , Paeal 56 ayat 1(2).
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5. dinyatakan sebagai milik bersama umal manusia (common heritage of
mankind) : daser laut samudera dalamyang terletak di loar yurisdiksi
nasional (yang biasa disebut dengan Kawasan).

L Garis Batas Wilayah Negara, Garis Batas Laut Teritorial.

Bagi negara-negara  yang letagk pantainya saling herhadapan atau
berdampingan., garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan
cara-cara sesuai ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982. Pasal 15 tersebut menetapkan,
periama,  ditetapkan  melalui - persetujuan, kemmudian vyung ke-dua. dengan
menggunakan garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya darn titik-titik terdekat
pada garis pangkal masing-masing negard, dan yang ke-tiga dapat ditetapkan
dengan memperhatikan adanya hak-hak historis! keadaan-keadaan khusus lainnya.

Tidak menutup kemungkinan ketiga alternatif cara penyelesaian di atas
tidak dapat menvelesaiken permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang
berhatasan, schingga apabila hal tersebut erjadi maka negara-negara dapat
menggunsken mekanisme penyelesaian sengheta yang diatur dalam Bab XY
UNCLOS 1982,

[l Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut, meliputi; Garis Batas Landas Konlinen
dan ZEE.

Garis batas ZEE dan landas kontinen aniara negara yHng pantainya
berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 dan $3 UNCLOS 1982, menetapkan
hahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujusan atas dasar hukem
intermnasional sebapaimena ditetapkan dalam Pasal 1§ Statuta Mahkamah
Internasional (fnternational Couwrt of Justice), untuk mencapai keadilan.

Apebila persetujuan demikion tidak dapat tercapai dalam jangka wakiu
icrientl, Megara-Megara yang terkait diwajibkan unfuk menggunakan prosedur
penyelesaian sengketa vang diatur dalam Bab XV. Dalam Bab XV UNCLOS 1982

mengatur hahwa bagl nepgara-negara pihek entara lain diwajiblkan untuk
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menyelesaikan sengketa secar damai sesual dengan ketentuan Piagam PRBZ
mencari cara penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, enquiry, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan;™ melaksanakan tukar-
menukar pendapat;™ dan harus dengan itikad haik.

Berdasarkan  pengalaman, penyelesaian sengketa perbatasan  dan
perundingan antarn negara biasanya membutnhkan waktu relatif cukup lama
bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai puluhan tahun. Untuk mengatasi
hal tersebut, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan tentang pengaturan sementara
yang bersifar praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daersh
tumpang tindih atau yang disengketakan tepsebut tetap dapat dimanfaaikan cich
kedua belah pihak.

[IL Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Batas Terluar dan Garis Batas
Vurisdiksi Megara di Laut.

Seperti kits ketalui bersama  babwa  peraturin perundang-undangan
nasional sudah mulai mengatur wilayah NKRI. Hal ini dapat dilihat dari tindakan
Indonesia, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang  Wilayah Negara. Wujud nyata Indonesia ini merupakan komitmen
Indonesia untuk menyelasaikan masalah perbatasan maritim. Undang-undang
tentang Wilayah Negara terscbut secara tegas telah membedakan dan sekaligus
memberikan pengertian wilavah negara dan wilayah yurisdiksi.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesstuan Republik
Indonesia, yang sclanjutnya disebut Wilayah Negara, ada'~h salah satu unsur
negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman,
perairan kepulmuan dan laut teritorial heserta dasar laut dan tanah di bawahnya, seria
ruang udara di atasnya, termasuk scluruh sumber daya yang terkandung di
dalammya. 2 Selanjumya, yang dimaksud dengen Wilayah Yurisdiksi adalah

¥ pggal 279 UNCLOS 1982

= Pasal 33 avat (1) Piagam PB3

2 Paeal 283 LINCLOS 1982,

' Pasal 300 UNCLOS 1982

™ pyeal | ayat (1) Undang-undang Nowmor 4% Tohen 2008 tenung Wilayzh
AT,
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wilayah di Juar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonorni Eksklusif, Landas
Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan
kewenangan tertentu lainnys sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum internasional.” Saal ini undang-undang yang menetapkan
batas wilayah negara kecuali Undang-undang Nomor & Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, juge Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Megara, Sedangkan untuk wilavah daratan tersebar dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang mencantumkan batas wilayah propinsi, kabupaten atay
kota.

Dalam tataran hukum, Indonesis dspar dikatakan telah mempersiapkan,
artinya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 10857 dan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 telzh berlaku (enfry
into force) pada tanggal 16 November 1994, Selanjutnya setara nasional, Indonesia
sehelum merntifikasi UNCLOS 1982 tersebut, telah mempersiapkan pengaturan
7ona Fkonomi Eksklusif Indonesia yang sejalan dengan pengaturi internasional,
vaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia®® disamping itu, Indonesia telak merevisi Lindang-
undang tentang Perairan Indonesia yang semula distur berdasarkan Undang-undang
Womor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia™ menjadi Undang-undang Nomor
6 Tahun 1995 tentang Perairan Indonesia. ' Perafuran ini merupakan awal
perluasan yurisdiksi Repablik Indonesia.

Dialam tataran implementatifiya, perenfuan batas wilavah yurisdiksi dalam
hal ini Zona Fkonomi Ekslosif Indonesia dengan negara lain banyak mengalami
kendals. Pertama, UNCLOS 1982 hanya mengatur prinsipnya saia. vaitu kalau

7 bl , Pasal 1 myat {3)

U ndang-undang Nomor 17 Tahun 1983 Ientars Pengesahan United Mations
Convention on the Law of the Ses. LNRI Tahun 1985 Memor 76, TLMRI
MNomor 3319,

® Indang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tomang Zone  Ekenom Ekekinsif
Indonesia. LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNE] Momar 3260

# | Incang-undarg Nomor 4 Tahun 1560 tetans Perairan Indonesia, LN Tabhum
{060 Nomor Z2.

3 Undang-undang Nemor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. LNR] Talun
1996 Nomor 73, TUNRI Nomor 3647,




terkait dengan wilayah yurisdiksi maka prinsipnya adalah keadilan dan tehnis
pelaksanaannya dizerahkan kepada negara-negara  yEnE terkait uniuk
menuangkannya dalam perianjian. Ke-dua, yang dibagi bukan wilayahnya akan
tetapi sumber daya yang terdapat di dalamnya, ke-tiga, sumber dava vang terdapat
di dalamnya selalu mengalami pergerakan. Namuon demikion, kendala-kendala
tersebut harus segera dapat diatasi karena kejelasan penetapan batas ZEE Indonesia
dupat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder, yang herupa peraturan-peraiuran, baik yang
sifainya nasional maupun internasional, Disamping ftu, digunakan juga buku/
artike] vang terkait dengan penelitian i, iermesuk kamus, media massa dan
internet. Apabila diperlukan dalam penelitian ini, maka akan digunakan data
primier, AU pengeunaan data primer sebatas untuk mendukung daia sckunder

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan
urdang-undang (starute approach) dilakukan dengan menelash semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan seu hukum, Pendekatan undang-
undang ini untuk menelanh adanya konsistensi dan kesesugian substansi muatan
undang-undang dengan mempelajan ontologis lghirnya undang-undang, landasan
Filosolis undang-undang dan mtio legis dari ketentuan undang-undang.’’ Memurut
Sgerjono Sockanto dan & Mamudji, di dalam penelitien  hukum normatif,
penclition terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum,
yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak panias, Penelitian tersebut
dapat dilakukan {terutama) terhedap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, sepanjang bahan-bahan radi mengandung kaidah hukum.*

Dalam penelitian hulkum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja
helum cukup, sehingga peria kajian lcbih lanjut pada aspek sistem hukummya.
Sistem merupakan tatanan atan kesatman yang utuh vang terdini dari bagian-bagian
atall UNSUr-unsur yang saling berkaitan eral satu sama Jain yaitu kaidah atau tentang
perniyalaan apa yang seharnsnya, sehingga sistem b merupakan  sistem

aormatif. >

52 Peger Mahmud Marzuki, Peneliian Hukurm, Jakarna: K encana, 2007 him 53-54.

5 gperjone Soekarto dan g Muhmudjl Pemalitiab Flukum Normoif, Sudtu
Tinjauan Strghat, Jakans, Rajawati Pers, 2003, him. 62. .

o gudikno Mertokusumo, Pememtian Hukum Sehuah Penguntor Y ogyakarta:
|iberty, 2001, hlm. 18
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BABY

FENUTUF

Penuangan pembatasan wilayah baik wilayah yang termasuk dalam
wilayah kedaulatan maupun wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu undang-undang merepakan
amanat konstitusi. Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia dikatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indoncsia adalah sebuah
Negara kepulsusan yang bereiriken MNossntara dengan wilayah yang batas-batas dan
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Lebih lanjut, Etty R, Agoes
menyatakon bahwa penetapan wilayah negara yang telah diamanatkan olch
Undang-Undang Dasar 1943 sejalan dengen amanal UNCLOS 1982 yang
merupakan landasan hukum utama dalam dunia kelautan,** mewsjibkan kenada
semus negara untuk menetapkan wilayah negaranya dan wilayah yurisdiksinya.
Hal ini peuﬁugtmnﬂmaunnimmnhﬂikmdumdalm penetapan garis batas
dengan negara letangga.

Patut diingat bahwa penelapan garis batas maritim ZEFE bukan merupakan
vindakan Hukum secara sepibak dan suatu negara, akan tetapi merupakan lindakan
hukum dua negara hahkan bisa lebih dari dua negara yang dimangkan dalam suat
persetujuan perbatasan yang telah dijabarkan dolarm UNCLOS 1982, Begitu juga
yang diatur dalam peraturan nasional Tndonesia, yaito yang diatur dalam Pasal 3
avat (1) Undang-undang Nomor 5 Tuhun 1983 tentang ZEE Indonesia, yaitu
apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negam-negara yang pantainya
saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, din negara terssbut

2004.




ditetapkan dengan persetujuen antara Republik Indonesia dan negara yang
bersangkutan.

12 | fhat juga Passl 74 myai (1) UNCLOS 1982,
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B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

URGENSI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(LEE) INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
Ida Kurnia dan Tundjung Herning Sitabuana
Staf Pengajar di Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara,
Gedung M Lantai 4, Jalan § Parman No | Grogol, Jakarta Barat,

Idahith.untar.ac.id

Absirak

UNCLOS 1982 telah berlaku cfektif, artinya apebila ada permasalahan di
bidang kelavtan maka UNCLOS 1982 menjadi landssan hukumnya ontuk
menyelesaikan masalah vang dibadapi antar negara-negara, Selanjutnya, secara
hukum Masional Indonesia, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan telah
menuangkan ke dalam undeng-undang yang mengatur mengenai ZEE Indonesia
dan undang-undang yang mengatur tentang Perairan Indonesia dan Wilayah
Megara, Mamun di dalam implementasinya pengaturan wilayah tumpang tindih
antara ZEE Indonesia dengan negara lain baik dengan negara yang berhadapan
maupun dengan negara yang bersebelaban tidak mudah. Hal ini karena banyak
fuktor yang menjadi kepentingen negara-negara yang terkait. Sebhagai contoh begitu
suatu negara sudah tercapai suato batas maritim ZEE nya, ini berarti kejelasan batas
ZEE dapa dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di
dalamnya.

Kata Kunci : Garis batas, ZEE Indonesia, Negara lain



A. PENDAHULUAN
L. Latar Belakang Permasalahan

Masalah penentuan batas terluar wilayah Indonesia di laut baik wilayah
vang fermasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdikei tampaknya
belum sepenuhnya mendapatkan perbatian pemerintah untuk dijadikan agenda
pembahasan yang utama dalam penyosunan peraiuran nasional. Padahal Indonesia
sudah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 atau
biasa disebut dengan UNCLOS 1982 (dalam proposal penelitian staupun laporan
penelitian untuk selanjuinyva mengpunakan istilah UNCLOS 1982),

Sejak tahun 1985, sekitar Kurang lebih 34 1ahun Indonesia telah meratifikasi
UNCLOS 1982, Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS
1982, salah sam wujndnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturen nasional
dan secara konkril Indonesia “seharusnya™ sudah memiliki batas-batas vang pasti
dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus scgera menctapkan batas
wilavah vang termasuk dalam kedsulatan Negara Indonesia dan batas wilayah vang
termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjuinya, ditindak lanjuti dengan
penctapan batas maritim dengan negeara lain, karena Indonesia mempunyai batas
maritim dengan 10 negara, yaitu: Malaysia, Palau, Papua Mugini, Singapura, Timor
Leste, Thailand. Vietnam, Philipina, India dan Australia.

Kejelasen penctapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat
urgen, karena perlama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun
wilayah yurisdiksi, ke-dua penentuan sumber daya vang terdapat di dslamnya dan
vang ke-tiga adanya pengalaman sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Bangsa
Indonesia ketika Indonesia “kehilangan™ kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau
Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat yang berlanjut sampai suat ini, Hal-hal
inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilayah negara, karena wilayah negara
merupakan bagian dari pervujudan kedaulatan negara dan hak-hak berdmalat,

Sclain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas tentang arti pentingnya
suatu wilavah bagi suaru negara. laut juga mempunyai arti kesatuan wilaysh vang
memiliki I sspek viema, yaitu aspek securify (keamanan) dan aspek prosperity
(kesejahterasn), sehingga penetapan batas terluar dan garis balas wilayah vang
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termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah
yurisdiksi negara di Jaut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang
berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang
dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, schagai contoh: pertahanan, pelayaran,
pelavaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya,

Berkaitan dengan penetapan batas ZEE Indonesia yang didasarkan pada
letak geografi Indonesia vang diapil oleh dua samudera dan berbatasan dengan
sepuluh negara tetangga, Indonesia menctapkan dasar batas terluar dari ZEE
Indonesia mengacu pada Pasal 57 UNCLOS 1982, yaitu letak Geografi Indonesia
vang langsung bersambung dengan samudera atau yang tidak berhadapen dan/atau
tidak berdampingan dengan negara-negara lain, maka batas terluar ZEE Indonesia
adalah titik terluar dari lebar maksimum yaitu 200 mil. Selanjutnyz, letak geograli
Indonesia vang berhadapan atau berdampingan dengan negara-regara lain dan jika
jarak antara pantai Negara Indonesia dan negara lain tersebut tidak mencapai
maksimal masing-masing ledua belah pihak atau menimbulkan situasi tumpang
tindih klaim maksimum atas ZEE tersebut, maka batas terluar ZEE terscbut harus
ditetapkan melalui persetujuan perbatasan antara Indonesia dengan negara lain yang
terkait. Hal ini sesuai ketentuan yang distur dalam Pasal 74 UNCLOS 1982,

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di ates, maka rumusan
masalah vang dikaji adalah Apa urgensi penetapan batas maritim ZEE Indonesia
dengan negara lain 7 Dan apa dampak dari penetapan “atas zona maritim ZEE
Indonesia dengan negara lain

3. Metode Penelitian

Pencliian ini menggunskan pendekatan normatif. Jenis data yang
digunaken adalsh data sekunder, yang berupa peraturan-persturan, bak yang
gifatnva nasional maupun internasioral. Disamping i, digunakan juga buku

artikel vang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan
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internet. Apabila diperlukan dalam penelitian ini, maka akan digunakan data
primer, namun penggunaan data primer sebatas wituk mendukung data sekunder

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan
undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi vang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-
undang ini untuk menelaah adanya kensistensi dan kesesuaian substansi muatan
undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirmya undang-undang, landasan
filosofis undeng-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.”” Menurut
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penclition hukum  normatif,
penelitian terhadap asas-ases hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah Tukum,
yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penclitian tersebut
dapat dilakukan (terutama) terhadap bshan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, sepanjang bahan-baban tadi mengandung kaidah hukum.?®

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja
belum cukup. schingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya.
Sistem mempakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian
atan unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yait kaidah stau temtang
pemnyataan spa vang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem
pormatif.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan [UNCLOS 1982 vang telgh berlaku efektif sejak tanggal 16
November 1994° dan U sdang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan
UNCLOS 1982, luas Perairan Indoncsia mencapai 3.25 juta Km? dengan perincian
Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km? dan Luas Perairan Kepulavan 2.95 juta Kme. Luas

T Pater Mahimud Marzoki, Perefitfan Sukn, Jakarm: Kencana, 2007 hlm 93-94,

*®Sperjono Soekanto dan Sri Mahmudll, Pemeliian Hukuom Normoaf? Suatu
Tenjeean Singhar, Jakarta: Rajawall Pers, 2003, him, 62. .

® sudikng Mertokusamo, Peremuce Hutum Sebuwah Pergantar. Y ogvaknrta:
Liberty, 2001, him, 18

 Berdasarkan ketentuan yang terdapa dalem Fasal 308 myar (1) UNCLOS 1982,
yang menyatakan bahwa UNCLOS 1982 berlaku efektif setelah 12 bulan
pida saat ratifikasi negam yang ke 60
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Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km®, Sehingga total
keseluruban luas wilayah vang termasuk kedsulatan dan wilayah yang termasuk
yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km® + 2.55 juta Km?® = 5.80 juta Km®
Sedangksn panjang pans panlainya mencapai panjang 81000 Km. Dan menurut
Keputusan MENHANKAM B/AASS/MAX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung
pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulan di Indonesia: jumlah pulau
17.508, bernama 5,707 dan tak bernama 11,301,

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan.
Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933
{Konvensi Montevideo Tentang Hak den Kewsjiban Negara 1933), dalar Pasal |
menyalakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,

Wilayah dengan batas-batas vang jelas,

Pemerintah vang berdaulat,

Kemampuan untok mengadakan hubungan dengan negara lain.

il

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara haros bergantung
pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperiukan batas-batas
wilayah negara yang pestl. Kemuodian dalam perjalanannya. seperti telah
disampaikan di atas ada perkembangan di dalam pengaturan hukum laut, yang
selama ini pengertian wilayah sccara yuridis hanya terbates pada wilayah
kedmuatan saja, maka berdazarkan hulum laut internasional dikenal adanya
wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yeng tdak masuk wilayah
kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapal dimiliki oleh suat negara seperti
Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah D4 bewshnya. Bagi Negara Indonesia
kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada Zona-zona maritim
vang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi mehputi juga bagian-bagian dan
laut di luar wilayah vang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan
Indonesia memiliki hak-hak berdaunlat dan yunsdiksi terkat denpan penggunaan

wilayah tersebut.



Secara khusus dalam hukum laut jugs telah mengaturnys, bahkan sejak
diadskan kenferensi hukum laut 1930 masyarakat intemasional telah sepakat untuk
mengakui perluasan wilayah negara selain wilaysh di daral, yaitu dengan
menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang
dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selenjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup
signifikan terjadi setelsh Perang Dunia ke-Il, karena pada ssat imlah dimulai
adanya kesadaran masvarakat untuk mencapai kesepakatan-kescpakatan temtang
pengaturan atas laut termasuk pemanfastan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negars-negara mengadakan suatu konferens)
PBR tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958. untuk
selanjutnya dalam proposal penclitian maupun dalam laporan penelitian ini
menggunakan istilah UNCLOS 1958, Dalam UNCLOS 1958 discpakati 4 konvensi,
yaitn:

1. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tembahan.

Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Kekayaen Hayati di Laut
Lepas.

3. Konvensi mengenai Landas Konlinen.

b

4. Konvensi mengenai Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok
belym mendspatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu
masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini
berimbas pada penetapan lebar zona-zona berikutnya. Schingga dengan belum
adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga
belum hisa ditentukan lehamya sampai titik dimana. Oleh karena ity UNCLOS
1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali
Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tabun 1960
tidak mencapai kata sepakat, hanya sebatas konferensi-konierensi saja.
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Selanjutnva adanya suam perkembangan yang menuntut segera diaturnys
zona-zona tertentu di laut, yaitu adanys penguassan terhadap laut melalui prakick
yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep ham (seperti Zona
Fkonomi Flksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari
pemikiran adil dan tidaknya pemantaatan wilayah Jaut yang langsung bersambung
dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu ncgara, yaitu laut teritorial. Artinya
wilavah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu
wilayah laut yang masuk kedaulaten suatu negara dan wilayah laut yang tidak
masuk kedaulatsn sustu negara, vaitu laut lepas, Kemudian muncul bahwa “bagian
dari laut lepas” daput “dikussai” untuk kcpentingan negara yang berbatasun
langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan
(merupakan hal yang sangal wajar dan adil, apabila pemanfatan suatu wilayah
dilakukan olch negara vang berbatasan langsung dan scbaliknya akan merupakan
hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilaysh laut yang berbatassn dengan suatu
negara tapi justrn pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung
bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah

laut tersebut),

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya
tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan
pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, ditusnghen dolam
suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September
1945, dikenal dengan Presidential Proclamarion Concerning Coastal Fisheries in
Ceriain Areas of the High Seas (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan
Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikansn di laut, Proklamasi Truman tersebut
mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menctapkan secara
unilateral di kawasan laut vang bersambung dengan pantainya, den ketentoan hanya
diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan
cocarn Juss. Sementera ita, bapi werga negara darl negara lain dapat diizinkan

dengan persyaratan atau ketenfuan terfentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari
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negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang
akan berpartisipasi dengan warga negars Amerika Serikat dalam rangka untuk
meclakukon penangkapan ikan, maka skan dibentuk suatu zona konservasi vang
akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa dischul dengan Joint
agreement. Perjanjian bersame itulah yang menjadi Jandasan bagi pihak yang
terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan,
Pencntuen wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang
menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas
wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi,
menujukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan
yang bemilai bagi masyarakat, adapun penerapan kelentuan menunjukkan pada
aturan vaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh
dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana,
hagaimana, dan kapan boleh menanghkap fkan."!

Adapun dssar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan
pantai olch Amerika Scrikat, sebagai berikut:

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat paetai yang tergantun ¢ pacda
sumber perikanan unfuk kehidupan mercka dan untuk industri vang
berkaitan;

Perkembangan progresil dalam peralatan dan cara baru dalam
menangkop fhan yang memungkinkan penangkapan ikan  secarm
berlebihan, Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan
pada cksploitasi perkanan tanpa batss dan Undakan ini akan
menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya terganting
deri  perikanan, Sebagai konsekuensinyn membutuhkan  suaiu
pengaturan dan perlindungan vang jelas terhadap perikansn di laut lepas
yang bersambung dengan paniei;

B

& Arif Satrin, Pesivir dan Laut uetuk Rekyar, (Bogoe: TPE Fress, 20059), him. 14-
13
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3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya
alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematik dan
pemanfastan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan
mencadangkan dari kepentingan cksploitasi vang selama ini dinilai tidak
memadai  sebagai tindakan vang tidak memberikan kentribusi
pertumbihan dan pembangunan sumber daya alam terscbut;

4, Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari
kawssan laut ke kawasan lant schingpa pengaturannya disesuaikan
dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait uniuk
hak-hak kimsus dan persamaan dari negara pantal dan negara lainnya
vang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan
demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai
seharasnya dilakukan secara regional

5. Sustu pengaturan uniuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan
tertentn  seharusnya dibentuk di  antara negara-negara  dan
pemanfaatannya sccara leras-menerus  sumber daya  perikanan
memberikan kepada mereka suaty pengetahuan yang berguna untuk
meleksanakan pengawasan vang efekiif dan pengawasan termaksud
akan dapat memperoleh hasil vang diicginkan, apabila ketentuan-
ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal vang
dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan. "

Pada dasamya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam
tangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan
pantainya, merupekan suaty kebutuhan, Di dalam kenyataannya ade beberapa
faktor vang menyebabkan masyarakat intemasional menginginginkan adanys
perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertiama, yaitu tefjadinya perubahan
peta bumi politik setelah Perang Dunia 11, menyebabkan banyaknya jumlsh negara
vang menjad] merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada

o

 Ann L. Hollick, ULS Forelgn Palicy Amd The Law of The Sea, (Princeton, New
Jersey; Princeton University Press, 1981), him 43-46.
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laut sehagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin
bertambah jumlsh manusia, meka akan memberikan dampak semakin terhatasnya
lahan deratan untuk memenvhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhimya
daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-iga adanya kemajuan teknologi dalam
metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan ckspleitasi sumber doya
perikanan sccara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan
sumber daya vang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang
dapat diperbarui (renewable), akan tetapi tingkat pemanfastannya harus ditmbangi
dan sesuai dengan daya dukung sumber daya terschut. Schingga sumber daya ikan
yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manosic baik untuk masa selarmng
maupun masa vang akan datang depat terwujud, ataw biasa disebut dengan
pemanfaatan berkelanjutan {sustaimable).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang
herjudul Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi,
mengatakan balywa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya
alam “flows™ (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya
berubah sepanjang waktu, karena terhentuknya sumber daya ity berdasarkan skala
waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sckarang, bisa
mempengarthi atan bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di
masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat
diperbarui {renewable). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya
tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun
ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasilas
maksimum regenerosinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah
menjadi sumber daya vang tidak dapat diperbami. * Pada akhimya dapai
mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan terscbul. Adanya kenyataan dan
kebuuban inilsh diperiukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan

manusia untuk generasi sekatang maupun generasi mendatang.

© akhmad Faugi, 2006, Ekonomi Sumber Dava Alam dan Linghungan Teord dan
Aplikaxi, Cot, Ke=than, Jakene: Gramedia Pustaka Utama, Wlm. 8.7
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Pada perkembangannya klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara
terkait dengan sumber daya di laul, telah memasukkan formulasi klaim landas
kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan
argnmentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma,™ Teori bioma didasarkan
pada siklus kehidupan yang menjadi pemumjang ckonomi bagi MNegara-negara
Chile, Bquador dan Peru. Ketiga negara tersebut  merupakan negara yang
penghidupan rakyatnya 00 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atan
tidaknva suatn pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari
kotoran burung guato. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung
gumno dapat dijelaskan  scbagai berikut burung guano dapat hidup dengan
memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapal hidup dengan memakan planton-
planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena
pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang discbut arus laut Humboldt
dan erus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utema planton-planton wntuk
dapat tetap hidup, Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus
kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdesarkan pada teori bioma itulab, maka perlindungan sumber daya
hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan
ekosistem di dacrah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara
kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber
doya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile,
Equador dan Peru, Teori bioma inilah yeng kemudian dijadiken sebagai dasar
[eklarasi Santiago 18 Agustus 1952, Bahkan dalam perkembangannya baru-baru
ini yvang terjadi di Peru adalah isu mainstreaming ini telah menjadi isu internasional.

# Bemuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kel baik nabati maupun hevan
{phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang meenyusul vang
paling sempurma, yaitu manusia  hidup berdampingan dalam
interdepend=nsi sempurna merpakan satu rangkalan biologis. Dapat
diertikar: Di dalim ekosistem, makhink hidup termesuk manask, same-
sama hidop dskarm suan mata rantai yang semparna melanjutkan kehidupan
mereks yang secara keseluruhan membentuk bioma. Likat; Douglas M.
Johnstor, 1987, The frternational Low of Fisheries, Dordrecht: Martinos
Publisher The Hagee, him, 335,
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Thorpe dan kewan-kawan mencoba uniuk memetakan negara-negara dalam
mengarus-utamakan scktor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan
nasionalnya. Salah satu hasilngn adalah Peru yang tergolong baik dalam
mainstreaming  itu. Peru, dalam Plan Estrategico National (FEN) 2002-2006,
memuat analizsis kekuatan, kelemahan, peluang, dan wniangan sekior kelautan dan
perikanan sebagai dasar dalam mainstreaming ke dalam kebijakan indutn
nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan
produk tepung ilan memang tergolong sangat kuat mainstreaming-nya karena

Kuatnya lobi pelaku usaha di Peru,*

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari
Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yeng
bersambung dengar pantai mercka dan dasar laut serta tanah di
bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat
mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan
rakyat.

7. Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi
maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geoiogi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberadagn sumber daya alam
|aut dan kebutuhan akan pemanfastan secara rasional.

3. Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber dava hayati dari

peraitan  yang berbamasan dengan laut (eritorialnya  dan
menentukan aturan-aturan tentang penangkapan 1kan,

4. Mengakyi adanya kebebasan pelayaran  kapal-kapal dan
kebebasan pmmrbﬁnga.n'l-:ag:i semua bangsa pada arca yang berada

di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.*®

* Arif Saeria, op ot him. §2-83,

* poine 1,2, 5 and 4, Monfevides Declaration on e L oy o Sew. Bany By a0
Lihet: Ralph Zacklin, 1974, The Chonging Law of The Sea, Leiden: Sijthaf,
hilon, 255-252.
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Prinsip-prinsip vang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agusius
1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi
Montevideo tanggal 8 Mei 1570, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

1. Hak dari negara pantal untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan
bahaya lainnya di sir dan akibat yang dapat merusak sebagal akibat
dalam penggunaan, eksplorasi atau cksploitasi dari arca laut yang
bersambung dengan pantai negara tersebut.

2. Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta
dalam semua kegiatan rizet {Imiah vang dilokukan di zona maritim yang
berada di bawah kedsulatan dan yurisdiksi negara pantai yang
bersangkutan dan  untuk  memperoleh  pengumuman hasil nset
tersebut.”’

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-ncgara Kaoribia mengadakan suatu
konperensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur
tentang "patrimonial sea”. Dalam Deklarasi Santo Dominge 9 Junmi 1972 diatur
mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan
dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarsi Montevideo 8 Mei 1970
dan Deklarasi Lima 8 Apustos 1970 atay dapat dikatakan schagai pengulangan dari
kedua deklarasi tersebut, hanya sya di dalam perumusannya lebih memperjelas
pembedaan antara “patrimonial sea” dan laut teritorial. Adapun pairimenial sea
diramuskan, sebagai berikut:

1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang
dapat diperbarui dan vang tidek dapat diperbarni, yang terdapat di
perairan, desar laut dan tansh di bawahnya dari area laut yang
bersambung dengan laut teritorial yang disebat patrimonial sea.

7 The Lima Declaration of the Larin American States on the LawSea, August §,
1570, Libnt: Ralph Zacklin, 1974, The Changing Lew of The Sea, Leiten:
Sijthot, him, 252253
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2, Megara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan

mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area patrimonial sea,
juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam
mencegah  terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanva
kedaulatan dari negara yang bersangkulan atas sumber daya alam dari
area laut yang bersangkutan.

Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan
internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial mavpun pafrimonial
sea, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi. dengan lebar
maksimum 200 mil.

Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negera atan lebih
diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai vang diatur dalam Piagam
FBB.*

Dalam zona tersehut semua kapal dan pesawat terbang baik dan negara
pentai meupun nepara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar
dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel
dan pipa-pipa bawah laut.™

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo,
schagal benkut:

i.

Kedaulatan suatu negara dapat memperiuas laut teritorial dan perairan
pedalaman sampai suatu srea laut yang bersambung dengan pantai
negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di
bawahnva,

= Negara-negara pihak diwajibkan antuk menyelesaikan senzketa secara damai
sezuak dengan ketentuan Plagam PEE, yaite penyelesaian sengheta melalui
negosiasi, enguiry, mediasi, konsiliasi, srbitrase, dan penyelesaian melalui
pengadilan, atau usaha perdamaian lainmya yang menjadi piliken mereka.
Lihat: United Nations, 1993, Charter of the United Netions and Sketute of
the lnernations] Court of Justice, Wew York: Deparment of Public
Information, Fasal 33 (1],

= Part; Parimomal Sea, The Declarabion of Santo Domings, hoe 5, 1572 Lihat:
Ralph Zacklin, 1974, The Chasging Law of The Sea, Leiden: Sijthof, him,
253-2%6.
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2. Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas
area laut tersebut sesuai dalam persctujuan internasional yang lcbih
mempunyai pandangan yapg luas. Sementara itu, setiap negara
menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan betas
12 mil dari garis dasar vang berlaku,

5, Kapal-kapal dari semua negara, baik ncgara pantal maupun negara yang
lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum

internasional .~

Dengan demikian dalam poirimonial seo lebih didasarkan pada konsepsi
penggunaan yang bersifat ekonomis atau kensepsi fungsionil, jadi lebih mengarah
pada pemanfastannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan
pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaim kedaulatan negara
terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut patrimonial juga berbeda dengan laut lepas,
karena negara pﬂ.ﬂlﬂi- mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada
kawasan laut tersebut.

Perkembanpan secara evolusi konscp ZEE di Negara-negara Amerika
Latin telah memberikan sustn kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu
Resolusi, yaitu Resolusi fmier-dmerican Juridical Committee. Pengaturan baru
yang belum pemah ads sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara
claratan untuk depet berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim
vang terletak di kewasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dani Resolusi
tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari Kelompok
teritorialis dan kelompok parimonialis. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur
tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang
terbentang di luar laut teritorial dan persiran pedalamannva yang bersambung
dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang

3 part: Tervitorial Sea, The Declzration of Santo Domings, June 9, 1972, Libat:
Ralph Zacklin, 1974, The Changing Law of The Sea, Leiden: Sijthof, blm.
253-256.



udara di atas wilayahnys dan dasar laut serta tenah di bawahnya. Pengaturaa
aklivitas riset ilmioh dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan
yang menimbuikan polusi terhadap lingkungan lzut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuli oleh negara-negara lain, hal im
telah menunjukkan dan sckaligus membuktikan pada masyarakat internasional,
hahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan
sumber daya perikanan bagi kepenlingan rakyatnya, sehingga sctiap negara yang
“mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan
pengaturan daleam pemaningiannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang
menjadi keinginan masyarakal internasional dalam suatu perjanjian intemasional.
Setzlah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982,

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara
Kepulauan yang besar dan Indoncsia telah meratifikas: UNCLOS 1982 tersebut,
maka Indonesia seharusnya sudsh menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengen
hatas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia.
Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapai
dipergunakan uniik mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan
Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain
dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara vang berschelahan atay
berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah —welihat kembali
perjaniian-perjanjian, baik yang sudah berhasil dibuat oleh Indonesia dalam rangka
menetapkan batas maritim dengan negara lain maupun yang sedang dalam proses
dan vang belum dibuat sama sekali.

Perly diketahui bahwa Indonesis berbatasan dengan 10 (sepuluh) batas
maritim dengan negara-negara, baik yang berhadapan maupun yang berdampingan.
Sepuiuh negara tersebut adalah: Australia, Filiping, India, Malaysiz. Palau, Papus
Nugini, Singapura, Timor Timuor, Thailand dan Vietnam. Dalam penelitian ini lebih
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difokuskan pads bates maritim di ZEE Indonesia dengen negara-negara letanggs
vang dilakukan secara umum berdasarkan landasan filosofi konsep terbentuknya
ZEE dan belum menunjuk kepada batas dengan negara tertentu.

Fenomena di atas menimbulkan berbagal permasalahan yang perlu untuk
dilskukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah
lautnya dan tidak diraguken sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maki
hatas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera
diupayakan. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan?
Ke-dus, Bapeimana tindak lanjut daform mngka menyiaphen aturan yang berkartan
dengan upaya konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan sudah

mengacu pada perimbangan pemanfaatan dan pelestaniannya.

Pengumiman Pemerintah 21 Marct 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan
aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik
Indonesia atas kawasan laut vang lebamya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal
laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantrd, dengan Pengumuman
Pemerintsh Republik Indoncsia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980
tersebul, Indonesia telah menambah daemab yuriediksi sumber daya alam sebesar
2.7 juta km2 di luer 3,1 juta km2 yang tercakup di dalam perairan nusaniara.”’

Faktor pendorong dikcluarkannya Pengumuman Pemerintah tenteng ZEE
Indonesia adalah adanya prakiik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya
rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional vang
bar. 2 Hal ini dipertepas oleh Chairal Anwar dalam disertasinya,. Dinyatakan
dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hokom internasional tidak
tergantung dari hasil yang dicapai INCLOS 1982 (UNCLOS [II), oleh karena ZEE
feleh merupakan hukum kebiassan mtemasional, sebelum konferensi hukum laut

" Koesnadi Hardjssoemsantri, Hukun Tota Lingkumgan, (Yogvakana: Gadjzh
hada University Press, 1988), him. 110-111.

% ZEE telzh menjadi hukem kebiustan internasional. Lihat Arif Djohaa Tunggel,
Pokok-Pokok Hukum Lo, (takara: Harvarindo, 2000, him, 822-824.
Lihnt juga: Barbara Kwistkowsks, The 200 Mile Exclurive Economic Zomne
fn The New Law of The Sea, (Dordrecht: Mantinus Nighof! Publishers,
1989, him. 27.
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PBB ke-111 berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan
kedua dari tahun 1970, vang pada waktu itu banyak dari negars-negara yang secara
unitateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-
penulis tentang doktrin bersanghkutan mempunyai pendapat bahwa suafll proses dari
petkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju
kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional. >

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagsirana memanfaatkuan
potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar depat
mememihi kebutuhan kvt Indonesin dan melaksanakan peraturan yang ada
terkait dengan pernanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek konservas:
dan pelestariannya, termasuk mempersiapkan seperangkal pengaturan untuk
mewujudkan pemanfaaian yang optimal scsuai daya dukung vang tersedia, dalam
sangka untuk kesejahteraan rakyal dan pemanfaatan yang berkesinambungan

Kondisi yang terjadi diperfukan pembenghan dalam peraturan, yang mengaci
pada:

1. Peraturan vang berpedoman pada landassn konstitusional, vaitu Pasal
33 ayat (3) UUD 1945,

7. Pembenahan peraturan yang berkaitan dengan aspek pelestarian dan
konservasi sumber daya ikan.

1. Sinkronisasi dan konsistensi peraturan, terutama batas ZEE dengan
negara-negara lain baik aspek yang terkail dengan hukum maupun
biologi dan ekomomi.

Aspak-aspek tersebut di atas dan dalam rangka menyesuaikan pembagian zoma laut,
karena hukum laut membagi wilayah lau menjadi 8 rezom, yaitu :

1. Perairan Pedalaman (internal waters) : bagi suatu Negzra Kepulauzn

seperti Indonesia adalah perairan yang terletek pada sisi-darat dari gans

% Chairu] Anwar,Partisipasi Perikanan Pinak Asingdi Zona Ekonomi Ekskiusii
Indoresia Ditinjae Dari Hukum Lewt Internasional, Pisertasi, Jalarta-
Universitas Indonesia, 1994, him. 341,
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pangkal lurus kepulauan ™ dan perairan yang ditutup olch garis-garis
penutup pada perairan kepulauannya sesuai dengan ketentuan-
kelentuan Pasal 9,10 dan 11 yang berlaku hagi mulut sungai, teluk dan
pelabuhan®,
2. Perairan Kepulavan (archipelagic waters) : adalah peraitan yang
terletak di schelah dalam dari paris pangkal lurus kepulauan, *
Kedaulatan negara di perairan kepulauan tersebut meliputi juga ruang
udara. dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam Yang
terkandung di dalamnya. ¥ Di dacreh ini Indonesin mempunyai
kewajiban untuk mengakw hak-hak yang ada dan kepentingan-
kepentingan sah lainnya dari negara fetangganya, seperti misalnya hak
perikanan tradisional dan peletakkan kabel dan pipa di dasar laut, yang
pelaksanaannya dapat ditetapkan melalui suata perjanjian bilateral,**
Laut Teritorial (ferritorial sed); suatu jalur laut dengan lebar 12 mal-

Lk
'

laut yang terletak di sebelsh luar dari garis pangkal lurus
kepulauannya. ™ Sepanjang mengenai pengelolaan dan pemanlaatan
sumberdaya alam di laut sccara tegas Konvensi Hukum Laut
(UNCLOS) 1982 hanya menunjuk kepada hak dan kewajiban Negara
kepulauan di perairan kepulauan, landas kontinen dan zona ckonomi
eksklusif.*® Nemun demikian, karena Negar kepulauan mempunysi
kedaulatan penub di laut teritorial, termasuk ruang udara serta dasar laut
dan tanah di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedanlatan
tersebut juga meliputi kekayaan alam veng terkandung di dalamnya.

4. Fona Tambshen feonfiguous zone) : Bagian Laut lepas yang berbatasan
dengan Laut Teritorial, dimana negara memiliki yurisdiksi terbatas

%4 Pasa] § ayat (1) UNCLOS 1982

W Jhid., Fasal 50,

% Jhidl, Pazal 45 avat {1}

2 [hid,, Pasal 49 oyat {1} dan (2]

 Ikid,, Pasal 47 ayat (6], sebagaimang dilmplemenasikan ke dalem UL No, 5
tahun 1983 tenmang Zona Eonomi Ekskiusif Indonesia.

Bfhid , Pazal 2 gpat (1), dan fhid, Pasal 3.

“rivigd,, Pasal 49 ayat (2), fial, Pasal 77 ayvin (1) den Fid., Pasal 536 syt 1e).
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untuk kepentingan bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter (karantina)
dan lebar maksimalnya 24 mil dari garis pangkal

5. Zona Fkonomi Fksklusif (exclusive economic zone) : jalur laut yang
terletak di luar dan jalur laut vang terletak di lnar dan berdampingan
dengan laut teritorial yang lebamya 200 miklaut diukur dari garis
pangkal.

6. Landas Kontinen (comtinental shelf) © dasar laut dan tanah dibawahnya
yang terletak di laut luar teritorial sampai dengan batas maksimum 330
mil-laut dari garis pangkal, atau 100 meter dari isobath (kedalaman)
2500 meter.

7. Laut Lepas (freedom of the high seas) : unduk pada prinsip kebebasan

$. Dasar Laut Samudera dalam : dinyatakan sebagai milik bersama umat
manusia (common heritage of manking) :

Secara garis besar UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam dua bagian yaitu
vanig berada di bawah dan di loar yurisdiks nasional, dengan rincian schaga
berikut:

1. herada di bawah kedaulatan penuh suatu negara (sovereight), meliputi:
perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial;

1. negara memiliki vurisdiksi khusus, merupakan zona penigentrol: zong
tambahan;

3. negara memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas (sovereign
rights and jurisdiciion) : zona ekonomi ekskiusif dan landas kontine=;

4. tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (freedom of the high sear)
; . Jepas: dan

5. dinvatakan sebagai milik bersama umat manusia (common heritage of
manking) * dasar Taul samudera dalamyang terletak di luar yunsdiksi
nasional (vang binsa disebut dengan Kawasan).




L Garis Batas Wilayah Negara, Garis Batas Laut Teritorial.

Bagi ncgera-negara yang letak pantsinys saling berhadapan atau
berdampingan, garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan
cara-cara sesuai ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982, Pasal 15 tersebut menetapkan,
periama, ditetapkan melaloi  persetujuan, Kemudian yang ke-dua, dengan
menggunakan garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat
pada garis pangkal masing-masing negars, dan yang ke-tiga dapat ditetapkan
dengan memperhatikan adanya hak-hak historis/ keadaan-keadaan khusus lainnya.

Tidak menutup kemungkinan ketiga alternatif cara penyelesaian di atas
tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadspi oleh negars-negars yang
berbatasan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka negara-negara dapat
menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang distur dalam Bab XV
UNCLOS 1982

1. Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut, meliputi: Garis Batas Landas
Kentinen dan ZEE.

Garis batas ZEE den landas kontinen antara negara yang pantainya
berhadapan atau berdampingan. Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, menetapkan
bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum
internasional sebagaimana diletapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah
Internasional (faternational Court of Jusiice), untuk mencapai keadilun.

Apahila persetujuan demikian tidak dapat tercapai dalam jangka waktu
\erientn, negara-negara yvang ferkait diwajitlan untuk menggunakan prosedur
penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV. Dalam Bab XV UNCLOS 1982
mengatur bahwa bagi negara-negara pihak mntara lain diwajibkan untuk
menvelesaikan sengketa secara damal sesuai dengan ketentuan Piagam PEBY

mencari cara penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, enquiry, mediasi.

*! Pagal 279 UNCLOS 1982.
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konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan;™ melaksanakan wkar-
menukar pendapat;® dan harus dengan itikad baik.™

Berdasatkan pengalaman,  penyelesaian  sengketa perbatasan  dan
perundingan antara negara biasanya membutuhkan waktu relatif cukup lama
bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai puluhan whun Untuk mengatasi
hal tersebut, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan feniang pengaturan sementara
vang bersifat praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daerah
tumpang tindih atau vang disengketakan tersehut tetap dapat dimanfeatkan oleh
kedua belah pihak.

1L Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Batas Terluar dan
Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut.

Sepenti kita ketahwi bersama bahwa  peraturan perundang-undangan
nasional sudah mulai mengatur wilayah NKRI. Hal ini depat dilihat dari tindakan
Indonesia, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara. Wujud nyata Indonesia ini merupakan komitmen
Indoncsin untuk menyclasaikan masalah perbatasan maritim. Undang-undang
tentang Wilayah Negara tersebut secara tegas telah membedakan dan sekaligus
memberikan pengertian wilayah negara dan wilayah yurisdiksi.

Adapun vang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republil
Indonesia, yang selanjutnya disebut Wilayah Megara, adalah salsh satu unsur
negara yang menmpakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman,
perairan kep-tauan dan laul teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, seria
ruang udara di stasnya, termasuk seluruh sumber daya yang terkandung di
dalawmya. ¥ Selanjutnys, yang dimeksud dengan Wilayah Yurisdiksi adalah
wilavah di luar Wilavah Negara vang terdiri atas Zona Fkonomi Eksklusif, Landas
Kontinen, dan Fona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdavlat dan

= Pasal 33 ayat (1) Fiagam PBB
* Pasal 283 URCLOS 1982,
“ Pasal 300 UNCLOS 1982,
# pasal | ayat {1) Undong-undang Nomor 43 Tabun 2008 temang Wilayah
Megima.
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kewenangan tertentu lainnya schagaimana diatur dalam peraturan perundang:
undangan dan hukum internasional % Saat ini undang-undang yang menetapkan
batas wilayah negara kecuali Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, juga Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayan
Negara, Sedanghkan untuk wilayah daratan tersebar dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yung mencantumkan latas wilayah propinsi, kabupaten atan
kota.

Dalam tataran hukum. Indonesia dapat dikatakan telah mempersiapkan.
artinya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 1985 dan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 telab berlaku {eniy
inta force) pada tanggal 16 November 1994 Selanjutnya secara nasional, Indonesia
cohelum meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, telah mempersiapkan pengaturan
#oma Ekonomi Eksklusif Indonesia vang sejalan dengan pengaturan internasional,
vaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomar 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia® disamping itu, Indonesia telah merevisi Undang-
undang tentang Perairan Indonesia yang semula diar berdasarkan Undang-undang
Nomar 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia™ menjadi Undang-undang Moamor
6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ™ Peraturan ini merupakan awal
serluazan yurisdiksi Republik Indonesia.

Dalam tataran implementatifiya, penentuan hatas wilayah yurisdiksi dalam
hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara lain banyak mengalami
kendala, Pertama, UNCLOS 1982 hanya mengator prinsipnya saja, yaitu kalau
terkait dengan wilayah yurisdiksi maka prinsipnya adalah keadilan dan 1=hnis
pelaksanaannya diserahkan kepada negam-negara  yang terkait  untuk

i fhidl, Pasal 1 ayat (3)

# Undang-undang Nomor 17 Tghun 1985 wntang Pengesahan United Nations
Comivension on the Law of the Sea. LNRI Tahun 1985 Nomar 76, TLNRI
Momor 3319,

* |Indang-undang Nomor 5 Tabun 1983 1emang Looa Ekonomi  Eksklusil
Indonesia. LMR] Tabun 1983 Namor 44, TLNRI Nomar 3260,

“ Vindang-undang Nomor 4 Tahin 1960 tentang Feraimin Indonesia, LNR] Tabun
1560 Nomor Z2.

“1Indang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Peraimn Indopeste. LNRI Tahun
1906 Momor 73, TLNRI Nomar 3647
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menuangkannya dalam perjanjian. Ke-dua, yang dibag) bukan wilayahnya akan
retapi sumber daya yang terdapat di dalammnya, ke-tiga, sumber daya yang terdapat
di dalamnya selaly mengalami pergerakan. Namun demikian, kendala-kendala
tersehut haros sepera dapat diatasi karena kejelasan penetapan batas ZEE Indonesia
dapat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di
dalammya.

C. PENUTUP

Pemuangan pembatasan wilayah baik wilayah yang termasuk  dalam
wilayah kedsulatan maupun wilayah yang lermasuk dalam wilayah yurisdiksi
Negara Kesaman Republik Indonesia dalam suatu undang-undang merupakan
srmanat konstitusi. Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dikatakan bahwa; “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
Megara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang™. Lebih lanjut, Eiy R, Apocs
menyatakan bahwa penetapan wilaysh pogara yang telah dismanatkan oleh
Undang-Undang Dasar 1945 sgjalan dengan amanst UUNCLOS 1982 vang
merupakan landasan hukum utama dalam dunia kelautan,”* mewajibkan kepada
semua negarz untuk menetapkan wilayah negaranya dan wilayah yurisdiksinya.
Hal ini penting terutama untuk memberikan dasar dalam penetapan garis batas
dengan negara tetangga.

Patut diingat bahwa penetapan garis batas maritim ZEE bukan merupakan
tindakan hukum secara scpihak dari suatu negara, akan tetapi meropakan tindakan
hukum dua negara bahkan bisa lebih dari dua negara vang dituangkan dalam suatu
persetujuan perbatasan yang telah dijabarkan dzlam UNCLOS 1982, Begitu juga

‘| NCLOS 10R? merupakan susty kerangka penguiuran ying sengad
komprehersil dan hampir meliput semua kegiatan yang dilabukan di lant
sehinggs dianguap schagai o constliution for the pcea. Bty R Agoes,
Seputuh Tohue Beriakumya Komvensi PBED remiang Hheknen Laut (LINCLOS
952 Kewajitvn Nepara Feseria don Implementazinya olsh Indanasia,
Orasi limiah Peagukoban Gury Besar UNPAD, Bandung 18 September
200,
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vang diatur dalam peraturan nasional Indonesia, yaitu yang diatur dalam Pasal 3
ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 teniang ZFE Indonesia, yaitu
apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya
saling berhadapan afau berdampingan dengan Indonesia, dan negara tersebut
ditetapken dengan persefujuan aniara Republik Indonesia dan negara yang

bersangkutan. ™
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. Pasal 5

{;j giaya penelitian diserahkan sleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 [dua) tahapan:

¥ 4 tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek perelitian
dilakukan segera setelah paskah perjanjlan proyek penelitian  yang hersangkuian
ditandatangani.

b, tahap kedua sebesar 50 {lima puluh] persen dilakukan segers cetelah laporan penelitian
selesai diseminarkan serta menyerahkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 5 (lima)
eksemplar hard copy, loghook 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (tiga) eksemplar dan soft
copy dalam bentuk CD seria draf artikel ilmiah sebanyak 1 [satu) gksemplar kepada
Lembaga.

{z] PIHAK KEDUA hersewajiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam
hentuk artikel imiah dilengkani abstrak dalam bahasa Inggns yang diterima dalam seminar atau
jurnal nasionalfinternasianal [peer reviewer)

{3} Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1)
dan (2).

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA herhak mempublikagikan ringhasan laporan penslitian yang dibuat PIHAK
KEDLIA ke datam salah satu jurnal ilmizh yang terbit di ingkungan Universitas Tarumanagara.

|2} Hak cipta dan honorarium a1@5 pem uatan ringkasan laporan penglitian sehagaimana dimaksud
Ayat (1) dimiliki oleh PIHAK KEDUA,

{3} PIHAK KEDUA Berkewajiban membiat Paster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untulk
dipamerkan pada saat keglatan Research Week tahun terkait

(4] Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapal dilakukan
aleh PIHAZL KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis darl PIHAK PERTAMA.

' Pazal 7

(1) PiHAYX KEDUA selain berlanggung Jawab atas penyelesaian penelitian  yang ditugaskan
kepadanya, juga hertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA,

{2} Apabilz PIHAK KEGUA sarensd seswatu hal terpaksa harus menyerahkan Tanggung jawab kepada
pihak lain, maka peryerahan tersebut harus sepengetanuan dan perseiujuan testulis dari PIHAK
PERTAMAE. '

Pasal B

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA fecara rertuliz setiap s2at, apanda dipandang FIHAK
KEDUA telah melanggar i perjanjian ind,

Pasal 9

(1] PIHAK KEDUA dapst meminia kepads PIHAK PERTAMA untuk memperpanang batas wakiu
penyelessian penslitizn lebih daripada yang ditentukan Pasal 2, dengan menyertaj alasan-
phasannya.

[2] FPIHAK PERTAMA berwenang untuk menclsk permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan
Ayst il

13) Perpanizngan batzs wakiu sebagaimana ginyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kall

Pazal 10

A KEDLA wajib mengembstikan hisys yang telah diterimanyz kepadz PIHAR PERTAMA,
+ apabila FIRAK KEDUA menghentiisn segara seplihak pelaksanaan panelitian.




@ Pasal 11

[],T Apabila penyelesaian tugas pe nelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepal pada
* wakty yang telah ditentukan daiam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KED U didendz sebesar 1
[satu] persen untuk setiap hari kelambatan dengsn jumilah setingghtingglnya sebesas sigg
angzarsn yang belum diterimanya dan/fatau dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi ad winistratif sebagaimana dinyatakan Ayst (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi
Direktorat Penalitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

Biaya penslitian yang diberikan oleh FIHAK FPERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian
ini dibebanksn kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

Pasal 13

Resume dan iaporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 {fima) rangkap disampaikan
kepada 118K FERTAMA.

Pasal 14

1] Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pikak sepakat
untuk menyelesaikannya Secara musyawarah.

12} Apebila penyelesalan sshagaimana dinyatakan dalam Ayat (1] tidak tercapai, keputusan
dizerankan kepada Pimpinan Universitas.

%] Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

] Pasal 15

Perjanjlan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga]

PIHAK KEDUA
W i
!_I‘..-' .

(. Ida Kurnia, 5.H. M.H;
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